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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESTA
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
tertanggal 10 September 1987 dan ditandatangani

22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Huruf
Arab Nama Latin Keterangan
\ © ALIE Tidak dilambangkan
o ba b —
' ta = | -
B sa s s dengan titik diatasnya
Z jim J .
E;_ ha h h dengan titik dibawahnya
Z kha KRS = ==
Y dal d -
O zal 2 z dengan titik diatasnya
V' ra r AW
v/ za z o
() Isin s —a
(J;’ syin sy e
(UFf sad S s dengan titik dibawahnya

e,




G dad d
¢ ta £
‘b zZa Z
& ‘ain Fe
E; gain g
O fa

(5 qat

_+) xat

J lam 1
¢ nim m
() nun n
9 wau w
&) ha h
5 hamzah '

(J° ya y

d dengan titik dibawahnya
t dengan titik dibawahnya
z dengan titik dibawahnya
tanda koma diatas

tidak dilambangkan

apostrop, tanda tersebut

tidak berlaku diawal kata

II. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap yang

lis rangkap, contoh:

disebabkan oleh syaddah ditu-

1 Q

K B~

>
dkﬁa \'= Umayyah

IIT. Ta‘marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata

Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa

viii



Indoriesia.
Contoh : Salat, Zakat, dll
%élffg; = Jabariyyah
2. Bila dihidupkan kare;; dirangkaikan dengan kata
lain ditulis t.
Contoh : T;%w;?“jii; = ?ujjatui—Ilem
IV. Vokal Pendek 4
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah
ditulis u.
V. Vokal Panjang
Bunyi a, i, u panjang ditulis, E, E, u.
VI. Vokal Rangkap
Fathah + ya tanpa dua titik ditulis ai, Fathah + wau
ditulis au.
VII. Vokal pendek yang berurutan ditulis dalam satu
kata dan dipisahkan dengan apostrop

Contoh : -

"-\ \= a‘antum
2/ e _»
“1- $ — i
AffLJVa mu'‘minatun
VIII. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis:
Contoh : :
o 00

v/
@) ijh)\= Al-Qur-‘an
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Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah, huruf Lam
menjadi luruh/diganti menjadi huruf syamsiyah yang
bersangkutan.

Contoh:

IX. Huruf Besar

Untuk penulisan huruf kapital disesuaikan dengan

ejaan yang telah disempurnakan ( EYD ).

X. Kata Dalam Rangkaian

l.

2.

Ditulis kata per kata atau
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaian tersebut.

Contoh &
A RN <[4

- o -
M)\QL\?;W\ = Al-Tkhwan a$-Safa atau
> il

Al-Tkhwanus-Safa
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perspektif pembaruan politik hukum yang dianut Indonesia demikian
jelas dan transparan dapat dilihat selanjutnya dalam sitem Pemerintahan
Negara Indonesia yang dimuat didalam Undang-Undang Dasar 1945, Salah
satu kata kuncinya menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas
hukum ( rechtstaat). "

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia sangat berkepentingan
mewujudkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam
sistem dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu sistem yang
berkeadilan, menjunjung kebenaran dan kepastian hukum merupakan hal
yang teramat pokok dan sangat penting dalam rangka mewujudkan suasana

perikehidupan yang aman, tentram dan tertib seperti yang diamanatkan oleh

Garis-Garis Besar Haluan Negara.

t 2 Muh. Mahfud MD., “ Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai
Amanal Proklamasi dan Konstitusi *, Jurnal Hukum, No. 7. Vol. 4. Th.
1997, him. 18.



Dalam rangka mewujudkan keadaan yang diidealkan di atas, maka
membutuhkan berbagai macam lembaga penyelenggara negarayang
biasanya dibagi menjadi tiga fungsi yaitu lembaga legistatif ( pembuat
undang-undang ), lembaga eksekulif ( pelaksana undang-undang ) dan
lembaga yudikatif ( lembaga peradilan, pengawas undang-undang ). 9

Sebagai wujud penjabaran kekuasaan lembaga yudikatif, dibutuhkanlah
adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Menurut
pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan nleh
sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-
undang. ”

Untuk itu dibuatlah aturan yang menggambarkan pasal 24 UUD 1945 ini,
yakni dengan diundangkanya UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang
kekuasaan kehakiman . Diantaranya adalah pasal 10 ayat (1) yang
menyebutkan tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Selengkapnya pasal ini berbunyi
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer

2 Muh . Mahmud. MD., Dasar dan  Struktur Ketatanegaraan
Indonesia ,, Cet . 1( Yogyakaria: Ull Pres,1993), him. 116-119.

3) Lihat rumusan pasal 24, UUD 1945.



d. Peradilan Tata Usaha Negara. "

Undang-undang tentang kelentuan-ketentuan pokok kekuasaan
kehakiman ini, pada prakteknya dijabarkan lagi sesuai lagi dengan
spesialisasi dan bidang garapnya masing-masing, menurul lingkungan
peradilan mana sebuah aturan dibutuhkan.

Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang memiliki
kedudukan dan kompetensi yang jelas, dengan dikeluarkanya Undang-
Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam
lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989, posisinya semakin mantap.

Pada prakteknya Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili
perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu yaitu
mereka yang beragama Islam, idealnya adalah sejajar dengan lembaga
Peradilan yang lain. Namun sebenarnya ada di antara hal-hal tertentu
menjadikan Peradilan Agama ( Jaman dahulu ) ditempatkan dalam posisi “
Sub-Ordinat “ peradilan yang lain. Salah satu contohnya adalah adanya
kewajiban Peradilan Agama unluk minta pengukuhan pengadilan umum
pada kasus-kasus tertentu, demikian juga kewajiban Peradilan Agama untuk
meminta perantara juru sita peradilan umum ketika akan melaksanakan

penyitaan sebuah obyek sengketa. Hal-hal seperti itu kemudian dengan

b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman.



diundangkanya UU Nomor 7 Tahun 1989 ditiadakan. Untuk memantapkan
kemandirian Peradilan Agama, undang-undang ini mengatur tentang juru
sita, sehingga Peradilan Agama dapat melaksanakan keputusanya sendiri,
demikian juga lugas-lugas kepaniteraan dan kesekretariatan lidak lagi
diganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan.

Berlakunya Undang-undang Peradilan Agama, dengan demikian
semakin memantapkan adanya unifikasi atau kesatuan hukum yang
mengatur tentang Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum
nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Walaupun demikian tidak berarti Peradilan Agama harus lepas seratus
persen dengan lembaga peradilan lain. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 misalnya menelapkan bahwa hukum acara yang berlaku di
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata
yang berlaku pula ( lebih dahulu ) pada pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang
tersebut.

Ketentuan pasal 54 ini, dengan demikian mengatur bahwa hukum acara

yang berlaku di Pengadiian Agama adalah sebagai berikut

%) M. Yahya Harahap, SH., Kedudukan Kewenangan dan Acara
Peradilan Agama |, Cel. | (Jakarla : Pustaka Kartini, 1989), him. 35.
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1. HIR ( Het Herziene Inlandsche Reglement ) dan atau Rbg ( Recht
Reglement Builenguwesten ).

2. Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ).

3. BW ( Burgerlike Wetboek ) atau disebut juga Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Eropa.

4. UU Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

9. UU Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekua-
saan kehakiman.

6. UU Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.

7. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Perkawinan dan Aturan Pelaksanaanya. ©

Demikianlah, sejak tahun 1989 Peradilan Agama mempunyai posisi

yang lebih mantap. Tinggallah memantapkan segi operasiionalnya secara

lebih mantap, yaitu bagaimana menjadikan Peradilan Agama berfungsi

sebagaimana mestinya. Hal ini perlu terus diupayakan dengan sebaik-

baiknya agar keberadaan Peradilan Agama dalam sistem Peradilan

Nasional semakin mantap.

o Roihan A. Rashid, Hukum Acara Peradilan Agama |, Cet. I,(Jakarta :
Rajawali Pres, 1992), him. 21.



Berlakunya undang-undang baru ini memungkinkan timbulnya
permasalahan-permasalahan yang berkailan dengan hukum acara dalam
pelaksanaan di Pengadilan Agama, salah satunya adalah permasalahan
tentang sila jaminan. Permasalahan ini bisa muncul berupa inkonsistensi
pelaksanaan prosedur yang menyertai, atau bahkan hal-hal lain yang
melengkapinya.

Peradilan Agama Yogyakarta, sebagai salah satu komponen pelaksana
yudikasi Peradilan di Indonesia, lelah melaksanakan sita, Khususnya sila
jaminan. Salah satu contoh kasus yang mengharuskan Peradilan Agama
memakai sita jaminan adalah kasus harla bersama,

Dalam hal ini diambil salah salunya saja yakni kasus gugatan harta
bersama ( gono-gini ) sepasang suami istri yang disertai permohonan sita
jaminan dari pihak penggugat. Sita jaminan ini dimaksudkan sebagai langkah
antisipatif bagi penggugal yakni suatu tindakan hukum eksepsional yang
oleh Hakim diletakkan atas barang sengketa atau barang milik tergugat
mendahului pemeriksaan pokok perkara atau sebelum putusan untuk
menjaga keberadaan dan keutuhan barang yang disita sampai putusan

dapat dieksekusi.

: .
) M. Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan,

Cet. | (Bandung : Pustaka, 1990 ), him. 5.



Selengkapnya kasus tersebut penyusun deskripsikan di bawah ini,
sebagai salah satu contoh kasus yang menjadi sampel dalam peneitian ini.
Dari sini akan dilihat sejaunh mana permasalahan sita jaminan itu dilihat dari
sisi implementasi dan efeklifitasnya mampu memberikan kontribusi positif
bagi upaya memantapkan posisi dan eksistensi Peradilan Agama dalam
konstalasi peradilan di Indonesia.

Penetapan sita jaminan nomor 175/ Pdt.G/ 1994/ PA. YK. tertanggal 14
September 1994 adalah contoh yang penyusun maksud dalam skripsi ini.
Peristiwanya berawal dari gugatan atas perkara pembagian harta bersama
antara Sawitri Retno Karlika Binti Hadiwasilo yang bertindak sebagai
penggugat, melawan Drs. Harjiman Bin Harjo Utomo dalam hal ini sebagai
lergugat,

Sebelum gugatan pembagian harta bersama ini diajukan antara dua
belah pihak, sebenarnya keduanya sudah tidak terikal lagi hubungan
perkawinan, dengan diajukanya gugatan perceraian sebelumnya, terbit
surat penetapan keputusan cerai nomor 108/Pdt. G/ 93. Pengadilan Agama
Yogyakarta. Dulu, pada saat menjalani perkawinan kedua belah pihak telah
menjalani masa perkawinan dengan baik, Sampai kemudian oleh Allah Swi.
dikaruniai 5 orang putera puteri.

Sebagai suami, Drs. Harjiman lelah menunjukkan tanggung jawabnya

sebagai seorang suami. Sehingga selama usia perkawinan yang mereka



jalani, telah menghasilkan harta bersama yang kemudian menjadi obyek
sengketa ini.

Sebagai seorang pelukis, selama perkawinan, yang dihasilkan
hanyalah karya seni ( lukisan ) berjumiah kurang lebih 100 buah, yang
memiliki nilai nominal berdasarkan kualitas dan kebesaran nama pelukisnya
kemudian hari sehingga lidak bisa ditentukan berapa rupiah harga lukisan
ini, jadi sifatnya relatif sekali. Karya lukis inilah yang kemudian menjadi objek
gugatan pembagian harta bersama.

Dalam sidang gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta penggugat
mengajukan fakta dihadapan Majelis Hakim bahwa pihak tergugat
menunjukkan itikad yang kurang baik. Tergugat tidak menghiraukan
kewajibanya untuk menyerahkan sebagian harta bersama, berupa lukisan
yang ditaksir bisa mencapai jumlah nominal kurang lebih Rp. 100 juta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugal memohon agar kelua
Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan menetapkan sidang dan
menjatuhkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengesahkan dan menguatkan penyitaan terlebih dahulu atas barang-
barang sengketa yang berupa lukisan-lukisan dan barang-barang lainnya

milik tergugat.



3. Menetapkan sebagai hukum bahwa barang-barang sengketa yang
berupa lukisan-lukisan merupakan harta bersama.

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan lukisan-lukisan sebagai barang
sengketa kepada penggugat yang menjadi haknya, dan seterusnya.....

Terungkap dalam sidang lanjutan, penggugat dalam hal ini adalah
memiliki status mantan istri tergugal memohon agar dilakukan penyitaan
jaminan (conservatoire beslag) atas barang sengketa (lukisan berjumlah
kurang lebih 100 buah) Untuk menjamin gugatan penggugat sebagaimana
termuat dalam surat gugatan, karena pihak tergugat khawatir dan
mempunyai sangkaan yang cukup kual bahwa pihak tergugal akan
berusaha menjual atau memindah-tangankan barang-barang sengketa
tersebul, sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan dan mendapatkan
kekuatan hukum yang tetap.

Akhirnya, berdasarkan alasan dan pertimbangan di alas, Majlis Hakim
yang menangani perkara ini mengabulkan permohonan sita jaminan.

Hanya saja terungkap dalam pembelaan lergugat bahwa penelapan sita
jaminan ini terkesan mendadak tanpa melalui prosedur yang benar dan
disesuaikan dengan kaidah Hukum Acara yang berlaku.

Penelitian atas kasus ini yang penyusun lakukan menemukan fakta
adanya kekuranglepatan atau kekurang lengkapan prosedur penerapan

pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud ketidaksesuaian ini tentu
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saja menyalahi prosedur yang telah ditetapkan oleh Hukum Acara Perdata.

Bahkan dalam penetapan batas waktu, nama tempal dan daftar
petugas serta ketentuan-ketentuan detail barang sengketa yang akan disita
juga tidak disebutkan. Satu hal prinsip yang tidak dilakukan adalah tidak
dibacakannya penetapan sita jaminan pada sidang yang dihadiri kedua
belah pihak, tidak juga diadakan pengumuman resmi lewat Kantor
Pengadilan Agama atau media lain yang sah secara hukum.

Alasan-alasan ilu cukup signifikan alas keberadaan dan legalitas
sebuah sita jaminan. Salah satu contoh misalnya bahwa untuk menetapkan
diterimanya alasan bahwa disangka seorang tergugat akan berlaku curang,
akan memindah-tangankan atau menjual barang sengketa kepada pihak
ketiga, untuk menetapkannya perlu penelilian (lewat sidang misalkan).
Sehingga terbuktilah bahwa memang penggugat memiliki iktikad tidak haik,
Sehingga lidak ada kesan mendadak dan membual prasangka adanya
unsur Kkolusi antara penggugat dan pembuat keputusan di Pengadilan
Agama ini.

Persoalan seperti inilah yang menarik perhatian penyusun untuk meneliti
lebih jauh, lentang apakah sebenarnya sila jaminan berikul ketentuan-
ketentuannya. Untuk diteliti tentang sesuai tidaknya dari segi penerapan dan

pelaksanaannya. Penelitian yang terarah dan didukung fakla-fakta yang
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bisa dipertanggung jawabkan akan membuat penelitian ini menarik untuk

dituangkan dalam suatu karya ilmiah.

B. Pokok Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik beberapa masalah
yang perlu diteliti dan dituanglkan kedalam karya iimiah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama

Yogyakaria.

2. Sejauh mana efeklifilas pelaksanaan sila jaminan di Pengadilan Agama

Yogyakaria

C. ;rujuan dan Kegunaan
1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk -

a. Menjelaskan ketentuan-kelentuan sita jaminan menurut Hukum Acara
yang berlaku di Pengadilan Agama Indonesia.

b. Mendeskripsikan proses penerapan sila jaminan di Pengadilan Agama
Yogyakaria.

c. Mengukur sejauh mana efeklifilas pelaksanaan  sila jamman di
Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta

2. Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:
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a. Menjadi sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, kKhususnya
dalam Hmu Hukum terulama dalam masalah sila jaminan dan
ketentuan-ketentuannya.

b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga hukum yang

terkait dan bagai masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang serius mengenai segala hal tentang sita di Pengadilan , baik
yang berupa teori-teori sita jaminan maupun percikan pemikiran fenlang
otoritas dan kesempurnaan sita jaminan ketika dihadapkan dengan fakia
lapangan telah sekian banyak dikupas dan dikemas memenuhi khasanah
koleksi perpustakaan serla perkembangan dinamika kesempurnaan hukum
Acara Peradialan Agama = Semua itu telah ditulis dengan sudut pandang
dan karakter penulisan yang masing-masing berbeda-beda dan
berdasarkan ukuran ilmiah terientu.

Tinjauan umum tentang sita di Pengadilan misainya bisa dijumpai dalam
buku berjudaul “Hukum Acara Perdata Indonesia” karya Prof. Dr.
Sudikno Mertokusumo, SH. Dalam buku ini misalnya disinggung secara
panjang lebar bahwa sebenarnya sudah menjadi tujuan utama dari setiap
perkara atau gugatan yang diajukan oleh para pihak agar apa yang dituntut
atau digugat selama persidangan akan dimenangkan dan sekaligus

dikabulkan sesuai jumiah tuntutannya. Hatapan semacam ini tentu selalu



13

diidam-idamkan oleh setiap hamba hukum pencari keadilan. Namun dalam
praktek, biasanya pihak lergugal atau debilur selama sidang perkara
berlangsung apabila merasa akan dikalahkan, kemungkinan besar ia akan
mengalihkan atau memindah-tangankan barang sengkela yang menjadi
obyek perkara. Kemungkinan semacam ini apabila dibiarkan, maka
kepulusan pengadilan yang seharusnya menerangkan penggugat
kemungkinan tidak dapat dijalankan disebabkan secara de fakto pihak
lergugal tidak mempunyai kekayaan lagi. B

Oleh karena ilu untuk menjamin hak penggugal maka hukum Acara
telah memberikan kewenangan Kkepada penggugal unluk memohon
pelaksanaan sita lethadap barang-barang vyang dimiliki tergugat, yang
menurul dugaan penggugal ada kemungkinan untuk dialihkan kepada orang
lain oleh tergugai selama proses persidangan, alau terhadap barang milik
penggugal yang selama ini ada dalam kekuasaan lergugat.
Penyitaan demikian inilah yang dalam Hukum Acara Perdala dikenal
sebagai sila-jaminan (Conservaloire Beslag). ™

Dalam hukum flersebut BPH. Hapsoro Hadiwijoyo selanjuinya memberi

komentar khusus sebagai berikul.

E])‘.Sudigno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,

(Yogyakarta: Liberty, 1988), hlin. 62.

9 BPH. Hapsoro Hadiwijoyo, Hukum Acara Perdata Membaca
dan Mengerti HIR, Cel. 2, (Yogyakarla : Oetlawa, 1983), him. 158-159,
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“Sita jaminan bermaksud menjamin hak dan tuntutan kreditur... .. sita
mencegah 1) Barang dibebani hak-hak 2) Barang diserahkan kepada
orang lain dan 3) Barang disalahgunakan ; rusak dan sebagainya”, %

Definisi sita jaminan yang cukup jelas diuraikan oleh M. Yahya Harahap

menurut beliau:

" Sita jaminan dapat diberi arti sebagi suatu tindakan hukum ekopsional
yang oleh hakim dilelakkan atas barang sengketla atau barang milik
tergugat mendahului pem eriksaan pihak perkara atau sebelum putusan
uniuk menjaga keberadaan dan keutuhan barang yang disila sampai
(kepada) putusan yang dapat diekskusi>, 'V
Dari definisi itu dijelaskan bahwa sita jaminan itu telah diajukan di awal
persidangan untuk membuat posisi penuntut hak-hak tertentu bisa dipenuhi
kemudian hari
Lebih jauh menurut beliau, disebabkan adanya prasangkaan oleh pihak
penggugal akan iklikad lidak baik oleh fergugal. Alasan-alasan tersebut
harus memenuhi syarat-syaral sebagai berikut:
1. Prasangkaan itu beralasan artinya dapa diterima secara yuridis.
2. Tergugat diyakini akan menggelapkan barang-barang.

3, Dengan maksud menjauhkan barang-barang tersebut dari kepentingan

penggugalt, dan

0 pid

D M. Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan......, him5.
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4. Harus dilakukan sila jaminan, itu sebelum memiliki keputusan yang tetap
dan bisa diekskusi. '

Dalam buku vang beliau buat secara khusus berkenaan dengan prakiek
beracara di Pengadilan Agama setelah keluarnya UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, beliau menjelaskan bahwa berkenaan dengan
sita jaminan harta warisan ini lelah bisa diajukan secara bersama-sama
dengan sural diajukannya gugatan perceraian. Hal ini memiliki dampak
posilif yang luar biasa. Tidak seperti sebelumnya yang cenderung menolak
penggabungan tuntutan bersama dua pokok berbeda tetapi bersangkut paut
ini." " Buku ini lengkap sekali membahas tentang sita di Pengadilan Agama.

Almarhum H. Roihan A RRasyid, dosen dan mantan praklisi yang
merupakan salah satu dosen hukum acara Peradilan Agama senior di
Fakuitas Svari'ah IAIN Sunan Kaliiaga, juga menulis panjang lebar tentang
sita jaminan ini dalam bukunya berjudul Hukum Acara Peradilan Agama.

Untuk kasus gugatan harta bersama, menurut beliau bisa menggunakan sita
matrimonial sebagai sita yang amal diperlukan dalam berperkara di
Pengadilan Agama, sebab hampir sebagian besar perkara di lingkungan

Peradilan Agama mendapal masalah sengkela suami-istri dan ilu

D 1 b1d, him. 34-35

13
‘ M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Perdilan

Agama , , Cet. 2, ( Jakarta - Pustaka Kartini, 1993 ), him. 286-288.



dimungkinkan, meskipun sita matrimonial ini semula adalah untuk gugatan
islri yang tunduk pada hukum BW. '

Buku Hukum acara Perdata Dalam Teori dan Praktek karya Retno
Wulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oerip Karlawinala, SH., juga membahas
tentang sita jaminan ini. Apa kegunaan sita jaminan ini beliau menulis

“Apabila dengan pulusan Hakim pihak penggugat dimenangkan dan
gugatan dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan
sah dan berharga, kecuali kalau dilakukan secara salah. Namun dalam hal
pihak penggugat yang dikalahkan maka sita jaminan yang telah dikukuhkan
akan diperintahkan untuk diangkat”. '

Maka demikianiah spekirum yang begitu luas (entang pembahasan sila
di Pengadilan Indonesia. Mengenai macam-macam sila dan prosedur umum
yang harus dilaiui dan berbagai hambatan umumnya sering dijumpai dalam
buku-buku diatas disamping itu juga dalam buku-buku berikut ini, Hukum
Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan karya A.T. Hamid

dan Erik Oerjawal Praktek Perkara Perdala Pada Pengadilan Agama

dikarang oleh H.A. Mukli Arto, SH., dan lain sebagainya.

" Roihan ARashid,  Hukum Acara . him 216-218

15) Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartowinata, Hukum

Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cet. 7 (Bandung : Mandar
Maju,1995), him. 98,



Jika dibandingkan dengan teori beracara pada Pengadilan Agama,
secara praklis tentu terdapat perbedaan mendasar karena sebagaimana
telah diungkapkan dalam latar belakang masalah yang telah nyata lerdapal
kekurang-lengkapan prosedur. Unluk kajian praktis seperti ini belum ada
salupun karya ilmiah yang membahasnya.

Khususnya untuk penelitian sita jaminan dari segi praktek penerapanya
di Pengadilan Agama Yogyakaria, untuk itulah peyusun berkeyakinan
bahwa penelitian ke arah ini sangat diperlukan dan tepat. Disamping mampu
mendiskripsikan pada posisi bagaimana seharusnya, juga diharapkan
mampu memberikan sumbangan pemikiran terutama pada pencari keadilan

dan lembaga pengadilan Agama pada khususnya.

. Kerangka Teoretlk

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam dirinya diberikan kewajiban
dan keinginan untuk selalu berusaha mewujudkan keadilan. keputusan dan
kebenaran di muka bumi. Oleh karena itulah dibuatkan aturan-aturan hukum
yang menjamin diamankanya misi keadilan dan kebenaran dimuka bumi.

Misi suci ini dihimbau pula oleh syariat islam, yang mengedepankan
program pemenuhan keadilan bagi segala lapisan masyarakat, di mana dan

kabarnya dia berada. Untuk tujuan ini syari'al Islam jelas memformulasikan



bentuk pencapaian kualitalifnya sebagai mewujudkan kemasiahatan umat.'"”

Unluk ini Muhammad Abu Zahroh secara terang mengatakan :

“Tujuan syariat Islam yaitu sebagai amanal bagi manusia, yang untuk

merealisasikanya ada 3 segi yang mesti diluju sebagai tugas pokok :

pertama mendidik sumber pribadi agar menjadi sumber kebaikan,
kedua menegakkan keadilan dan ketiga segi tujuan hukum Islam yang
ditetapkan uniuk dicapai yaili kemasiahatan umat.”

Termasuk di dalamnya mengenai kewajiban untuk mempertahankan
haknya dalam sebuah persengketaan dihadapan Majelis Hakim yang mulia.
Seorang Muslim disamping diberikan spirit keagamaan juga harus
membekali diri dengan kemampuan hukum acara yang memadai unuk bisa
menjadi pihak pemenang yang mampu mempertahankan hak-haknya.

Usaha memperiahankan hak melalui sila jaminan adalah merupakan
kewajiban. Dalam bahasa Agama urusan sita jaminan masuk dalam kategori
hukum muamalah (hubungan antar manusia). Sedang dalam bidang
mua’malah sedikil sekali yang diatur secara jelas dan lerperinci oleh nash

al-Quran dan alHadis, kebanyakan diserahkan kepada manusia untuk

mengalurnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

'®) \uhammad Abu Zahrah,  Ushu/ al-Figh , (Wp - Dar al-Fikr al-Arabi,
L), him. 343,

D bid. him. 343-344.
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Secara operasional, para ulama merumuskan penjabaran hadis ini

dengan kaidah usuliyah sebagai berikut
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19)

Dua slandar kaidah inilah penyusun memasukkan urusan sila jaminan
dalam bidang muamalah. Sebab secara legas sita jaminan tidak diatur
dalam nash maupun sunnah. Sehingga urusan sita jaminan ini secara legas
diserahkan kepada manusia ilu sendiri untuk menyelesaikannya. Dalam hal

ini para diri hakim diberi hak dan kewenangan untuk menelapkan dan

" lbou Majah, Sunan inu Majah. 16 Kitab ar-Rahnu “15, Bab Tahgh
an-Nahl, edisi M.F. Abdul Baqi (Mesir ~ Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah,
1956/1376 H) I . 825. Hadis Nomor 2471 dari Aisyah ra

1

9 .M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar hukum Islam, Cet. 4 ( Jakarta
Bulan Bintang, 1975) him. 91.
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sekaligus melaksanakannya dengan dukungan sarana dan prasarana yang
lelah diatur hukum yang disepakali bersama yakni Hukum Acara Peradilan
Agama sebagai lilik olaknya.

seorang hakim harus memerinlahkan kepada penggugat, bilamana
menuniul haknya berupa sida j@amman nusainya, untuk mengajukan pihak-
pihak  pendukung yang mampu membenarkan persangkaanya bahwa
penggugal akan menggeiapkan harla bersama yang menjadi obyek perkara
alau harla kekayaanya, kemungkinan tidak baik ilu harus dipastikan

dihadapan Pengadilan Agama. Sebagaunana Sabda Rasulullah  yanc
{

(irrvayalkan Ibnu al-Abbas.

o) gl o ele 3 b 5 rm\,a-owu*&:d
semile de Huadls Fal o wad i S3s

20)
Dalam al-Qur'an, disebutkan juga feniang kewajiban memperkual
persangkaan-persangkaan atau garinah, supaya bisa dianggap sebagai alat

bukti, sehingga tuntutan sita jaminan  untuk dikabulkanya hak itu bisa

(lijalankan.

20 .
)AI Bukhari, Sahih al-Bukbari  “N-Kitab  ar-Rahnu fi al-Hadar” Juz

I :116. Hadis dari Ibnu Abbas.
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Nampak dalam kisah Nabi Yusuf AS.
CBUuad |3 (10 35 A iad (&) W) e sl A 2
)
. g (:)i_» .Léﬂj\én).ﬁ_j
ltulah landasan-landasan strategis yang akan memperkual kewaijiban
manusia untuk mempetlahankan hak-haknya pribadi.

Karena itulah untuk sita jammnan betrlaku ketentuan pasal 227 jo. pasal
197 HIR. alau pasal 261 jo Lb Rbg, dan harus disadari bahwa pembenaran
kewenangan penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangal bersifat
eksepsional (pengecualian) tidak sembarangan bisa dilakukan. Telapi harus
melaiui langkah-langkah dan prosedur yang tepat sesuai Hukum Acara yang
berlaku di Pengadilan Agama.  **

Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “berhasil”.”™
sedangkan menurul Kamus Hukum, sebuah penyitaan dikatakan efektif jika
penyitaan itu ditetapkan, dijalankan dan pelaksanaannya melewati langkah-
langkah dan prosedur yang tepal sesuai dengan Hukum Acara Peradilan
Agama, seperli diungkapkan M. Yahya Harahap diatas.

D yusuf (12)  26.

e M Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan .. him.36

) Yulius.S, Kamus Baru Bahasa Indonesia. cel 2 (Surabaya : Usaha
Nasional, 1984) him_51
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Anjuran dan kewajiban untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan
kecermatan ini bagi seorang hakim dan sekaligus juru sitanya diperlukan.
Kecermatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kemasiahatan
semua pihak. Sebab lerciplanya keadilan hukum itulah yang menjadi salah
salu tugas umat islam di dunia ini. sebagaimana difirmankan oleh Allah

SWT.

= A PP

24)

. Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah
sebagai berikut
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang obyek dan data penelitianya diperoleh
dari lapangan. Dala yang berkaitan dengan penelitian ini adalah materi
kepulusan pengadilan lenlang sila jaminan di Pengadilan Agama

Yogyakaiia.

Y AnNisa’ @) - 135.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini dilihat dari sifatnya lermasuk penelitian deskriptif analitis,
yailu menggambarkan apa dan bagaimana obyek penelitian lapangan ini
ulnuk dibahas disamping juga memberikan analilis kualitatif
3. Pengumpulan Dala
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini pada
prinsipnya adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (field
research), oleh karena itu pengumpulan data dilakukan dengan cara:
a. Studi Kepustakaan
Yailu pengumpulan dala dengan mempelajari literatur, perundang-
undangan, dokumen, arsip vyang ada di Pengadilan Agama
Yogyakarla, serta sumber tertulis lain yang ada kaitannya dengan
skripsi ini.
b. Studi Lapangan
Yaitu pencarian dala yang diperiukan secara langsung di lapangan
alau lokasi penelilian yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta.

Untuk' memperoieh daia-data di lapangan lersebut penyusun

menggunakan :
1. Tehnik Wawancara Terpimpin

Yaitu mempersiapkan perlanyaaan sebagai pedoman wawancara.
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2. Tehnik Wawancara Variatif
Yaitu pengembangan dari pokok pertanyaan dalam wawancara
terpimpin sebagai bahan pendukung analisa.
Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah ketua Pengadilan
Agama Yogyakarla, Hakim-hakim dan panilera-panitera perkara serta
juru sita yang ada.
4. Analisa Data
Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan tahapan-
tahapan analisis interpretatif yang menggunakan instrumen analisis
sebagai berikut;
a. Deskriptif Analisis
Yaitu pemaparan data yang diperoleh dari lapangan maupun
kepustakaan, kemudian dilakukan analisis sampai kesimpulan
b. Deduktif
Yaitu bertitik tolak dari data yang bersifal umum kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus.
C. Induktif
Yaitu dalam menganalisis data ini penyusun bertitik tolak dari fakla

khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

9

ik Sulrisno hadi, Metodologi Research, Jilid |, Cet. 8, (Yogyakarta
Gama, 1986), him. 36.



5. Pendekatan
Studi ini adalah penelitian lapangan, sehingga diarahkan secara yuridis -
interpretatif. Secara yuridis dimaksudkan untuk mengetahui prosedur
pelaksanaan sila jaminan sesuai dengan kelentuan Undang-undang
dalam kaitannya dengan penerapan pada praktek di Pengadilan Agama
Yogyakarla. Secara sosiolgis dimaksudkan untuk mengetahui
hambatan-hambatan yang ierdapal daiam pelaksanaan sita jaminan
sehubungan dengan adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk

melakukan sita jaminan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pola dasar pembahasan, studi ini akan dituangkan kedalam
lima bab yang saling terkait secara logis dan organis.

Bab salu memuat tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teorilik, metode dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ditampilkan tinjauan umum tenlang peradilan agama dan
penyitaan, disini akan dijelaskan tentang sejarah singkat Kompetensi
Peradilan Agama, tentang Pengertian dan Jenis-jenis sita, tentang sita
jaminan dan akibat hukumnya serta perkara-perkara yang berkaitan dengan

sita jaminan.

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIVAGA
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Bab ketiga akan dipaparkan tentang bagaimana pelaksanaan dan
penerapan sila jaminan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang lerdiri dari
tala cara peiaksanaan sita jaminan dan prosedur pelaksanaan siia jaminan
i Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab keempat Analisis tentang Efeklifitas Pelaksanaan Sita Jaminan
yang melipuli tinjavan lerhadap kasus pelaksanaan sila jaminan di lapangan
dan efeklifitas pelaksanaannya di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Akhirnya kesimpulan-kesimpulan dan saran yang relevan dengan studi
ini akan dituangkan dalam bab kelima, sebagai bab penutup dari rangkaian

pembahasan dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab
sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Proses pelaksanaan sila jaminan di Pengadilan Agama Yogyakaria
dilaksanakan dengan tiga lahapan utama. Pertama - lahap permohonan
sita jaminan, kedua : tahap pelaksanaan sila jaminan yang terdiri darj
pemeriksaan alas permohonan sita jaminan dan pelaksanaannya setelah
ketetapan, ketiga : tahap peletakan sita jaminan.

2. Pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Yogyakarla belum se-
penuhnya {erlaksana dengan efektif seria belum sesuai dengan lata
aturan yang ditetapkan dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Kekurang
efeklifan tersebul antara lain : Perlama : Majelis Hakim terkesan terlal
mudah menerima pengajuan fakla adanya persangkaan yang diajukan
oleh pihak penggugat, dalam surat penetapan pengabulan sita jaminan
tidak disebutkan alasan-alasan yang nmenyebabkan sita jaminan
dikabulkan. Kedua dalam amar pulusan sila jaminan tidak dinyatakan
dengan legas lentang sita jaminan ini sah dan berharga. Keliga tidak
diadakan pengumuman atas pernyalaan sah dan berharga ini didalam

berita acara persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

50
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3. Sebab kekurang efektifan itu adalah tentang penguasaan materi hukum
acara khususnya tenlang pelaksanaan sita jaminan, secara institusional
sita jaminan merupakan lembaga penegakan hukum yang relatif baru,
sehingga dengan demikian fakior pengalaman menghadapi permohonan
sita jaminan teramat sedikit. Sebab yang lain belum optimainya
pemasyarakatan undang-undang ientang Peradilan Agama, sciring laju
usia Peradilan Agama sendiri yang secara positif baru didudukkan sejajar

dengan peradilan umum sejak tahun 1989.

B. Saran-saran

1. Pelaksanaan maupun penerapan sila jaminan harus dilakukan dengan
penuh ketelitian dan kecermalan. Aparal penegak hukum harus benar-
benar berdedikasi dan herkualitas tinggi, sebab selain sita jaminan
mengandung resiko lethadap masa depan para pihak dengan
keterkaitanya lerhadap harta benda juga memperlaruhkan nama
Peradilan Agama sebagai pendatang batu di dunia peradilan Indonesia.

2. Unluk meningkatkan efcklifitas pelaksanaan sita jaminan baik selama
melewali proses prosedur awal sampai tahap pelelakan sita jaminan,
menarik sekali untuk dilakukan langkah-tangkah bagi peningkatan kualitas
sumber daya aparal penegah hukum di Pengadilan Agama Yogyakaita.

3. Proses sosialisasi akan peran dan kedodukan Pengadilan Agama yang

sejajar dengan Pengadilan Umum perlu segera dilakukan secara gencar
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dan luas. Kerjasama penyebaran pemasyarakatan UU nomor 7 tahun
1989 dengan instansi keagamaan maupun ormas-ormas Islam
ditingkatkan. Sehingga adanya kecenderungan bahwa Pengadilan Agama
secara umum maupun Pengadilan Agama Yogyakarta masih belum
berkualitas dan dibawah Peradilan Umum secepat mungkin dapat segera
dihindari.

Dengan berkat rahmat Allah SW1T | akhirnya selesailah pembahasan
skripsi ini. Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah alas
segala nikmat dan karunianya

Harapan penyusun, scmoga skripsi ini bermanfaal bagi penyusun
sendiri dan para pembaca serta bagi pemmat iimy pengetahuan sebagai
bahan acuan dan moda! dasar dalam mengadakan kajian yang intensif
tentang pelaksanaan sita jaminan, terutama tentang prakiek dan efektifitas

pelaksanaannya di lapangan.
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